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ABSTRAK

Polemik mengenai tata kota terhadap pedagang kaki lima telah
menjadi  permasalahan yang terjadi di setiap kota maupun Kota, tidak
terkecuali di  Mojokerto. Pemerintah Kota Mojokerto yang menginginkan
kotanya terlihat lebih indah dan rapi,  terkendala dengan  adanya pedagang kaki
lima yang berjualan  pada  daerah pedestrian dan ruang hijau. Satpol PP
merupakan perwakilan dari  pemerintah yang mempunyai tugas sebagai
penegak dari peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta
ketentraman masyarakat. Mereka merupakan perangkat daerah yang bertugas
dalam lapangan untuk menertibkan pedagang kaki lima tersebut. Seringkali
petugas Satpol PP berjibaku dengan  pedagang karena pedagang merasa
dirugikan atas perlakuan Satpol PP. Perlakuan tersebut dapat berupa penyitaan
barang  milik PKL, padahal penyitaan hanya dapat  dilakukan ketika pelaku
telah berbuat sebuah kejahatan bukan pelanggaran.  Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui apakah Satpol PP dapat menyita barang  milik PKL dan
bagaimana prosedur Satpol PP dalam menertiban PKL.Penelitian  hukum ini
merupakan penelitian hukum normatif. Pendektan yang digunakan  dalam
penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
konseptual. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.
Data diperoleh dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 beserta peraturan
yang terkait. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini secara kualitatif.
Hasil  penelitian wewenang Satpol PP dalam menyita barang PKL di Kota
Mojokerto ada 2 (dua), yakni Satpol PP tidak mempunyai wewenang dalam
melakukan  penyitaan barang milik PKL, dikarenakan berjualan bukan
merupakan perbuatan pidana dan Penyitaan yang dilakukan oleh Satpol PP tidak
bisa dilakukan secara langsung, tetapi harus melalui proses yang tertulis dalam
Peraturan Daerah Kota  Mojokerto. Perlu adanya kajian lebih lanjut dari
Pemerintah mengenai definisi  penyitaan yang digunakan dalam Peraturan
Daerah Kota Mojokerto, sehingga  tidak  terjadi  kekaburan  aturan  mengenai
penyitaan yang dimaksud oleh Satpol PP.

Kata Kunci : Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Pedagang Kaki Lima
(PKL), Pertanggungjawaban Hukum, Penyitaan
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ABSTRACT

The polemic regarding urban planning towards street vendors has become a
problem that occurs in every city and town, including Mojokerto. The
Mojokerto City Government, which wants its city to look more beautiful
and neat, is hampered by the presence of street vendors selling in pedestrian
areas and green spaces. Satpol PP is a representative of the government whose
task is to enforce regional regulations and maintain public order and public
peace. They are regional officials whose job is to control street vendors in
the field. Satpol PP officers often struggle with traders because the traders feel
disadvantaged by the treatment of Satpol PP. This treatment can take the form
of confiscating goods belonging to street vendors, even though confiscation
can only be carried out when the perpetrator has committed a crime, not a
violation. This research aims to find out whether Satpol PP can confiscate
goods belonging to street vendors and what the Satpol PP procedures are in
controlling street vendors. This legal research is normative legal research. The
approach used in this research is a statutory approach and a conceptual
approach. The types of data used are primary and secondary data. Data
obtained from Government Regulation Number 6 of 2010 and related
regulations. The analysis used in this research is qualitative. The results of
research on the authority of Satpol PP in confiscating street vendors' goods in
Mojokerto City are two (2), namely that Satpol PP does not have the authority
to confiscate goods belonging to street vendors, because selling is not a
criminal act and confiscations carried out by Satpol PP cannot be carried out
directly, but must go through the process written in the Mojokerto City Regional
Regulations. There needs to be further study from the Government
regarding the definition of confiscation used in the Mojokerto City Regional
Regulations, so that there is no ambiguity in the rules regarding confiscation
intended by the Satpol PP.

Keywords : Civil Service Police Unit (Satpol PP), Street Vendors (PKL), Legal
Accountability, Confiscation
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